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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 51
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH DI KABUPATEN LAMONGAN DAN PERATURAN BUPATI
LAMONGAN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK

Menimbang

Mengingat

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
sebagaimana  ditetapkan dalam = Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Lamongan, maka guna
kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan,
maka perlu melakukan penyesuaian terhadap
penyebutan nomenklatur kelembagaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah di Kabupaten Lamongan, dan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan  Pajak
Reklame dengan menetapkan dalam Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus
1950j;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

11.

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890} ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008
Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10});
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air tanah di Kabupaten Lamongan (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010
Nomor 50);




12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26
Tahun 2014 (Berita Daerah  Kabupaten
Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 51
TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN
LAMONGAN DAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

Pasall

Mengubah seluruh penyebutan nomenklatur kelembagaan perangkat
Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 51 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Air tanah di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2010 Nomor 50), dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 25), yang
semula berbunyi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (DPPKA) diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabhupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI LAMONGAN

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 Maret 2015
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BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 16




